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KONSEP

- Jumlah Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat adalah banyaknya anak yang menjadi
korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran,
eksploitasi ekonomi dan kekerasan lainnya dilingkungan masyarakat.

- Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat adalah anak yang menjadi korban kekerasan
termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi
dan kekerasan lainnya dilingkungan masyarakat.

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin.

- Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang
mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi,
diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang
membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

- Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup
sekolah

- Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan
manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau
tindakan.

- Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi
terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut.
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KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan
di lingkungan masyarakat yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan masyarakat di suatu wilayah
menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial diwilayah
tersebut.

KETERANGAN
- Tindak kekerasan di lingkungan masyarakat antara lain:

pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;

perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;

penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;

perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;

pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;

pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh,

melanggar kesopanan dan kesusilaan;

7. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan,
memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;

8. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan

(SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan

berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan,

perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesetaraan;

SOk whe

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena
suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya
tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,
ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.
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